
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KATA PENGANTAR 
 

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang baik (good 

governance), bersih, berwibawa dan akuntabel serta untuk lebih memantapkan 

pelaksanaan  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah.  Dalam  rangka  mencapai 

tujuan Pemerintah Kabupaten Jember untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan 

yang efektif, melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan 

peningkatan  kualitas  pelayanan  publik,  (Nama  Perangkat  Daerah)  Kabupaten 

Jember perlu menyusun dokumen perencanaan yang sistematis dan sesuai dengan 

pedoman. 

(Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Jember mempunyai peran yang sangat 

strategis sebagai pengawal Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam 

pelaksanaan pemerintahan. Oleh karenanya perlu menyusun Perubahan Rencana 

Kerja (Renja) sebagai wujud implementasi dalam perencanaan, pelaksanaan serta 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kewenangan (Nama 

Perangkat Daerah) Jember pada tahun anggaran 2026. Penyusunan  Perubahan 

Renja (Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Jember tahun 2026 ini diharapkan akan 

memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama dalam menentukan arah kebijakan 

dalam pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2026. 

 
Jember, 29 Mei 2026 

KEPALA PERANGKAT DAERAH 
KABUPATEN JEMBER 

 

 

 

 

RB ABDUL KADIR, S.IP 

Pembina 

NIP. 19730511 200212 1 003 
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BAB I. PENDAHULUAN 
 
 

1.1 Latar Belakang 
 

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan 

kebijakan di masa yang akan datang, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai 

stakeholders dan unsur pemangku kepentingan dengan tujuan untuk memanfaatkan 

dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dalam jangka waktu tertentu khususnya di daerah. Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Permendagri  Nomor  86  Tahun  

2017  bertujuan  untuk  melaksanakan  ketentuan Pasal 277 Undang-undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 277 UU Nomor 23 Tahun 

2014 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah,tata cara evaluasi rancangan 

Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan 

RKPD diatur dengan peraturan Menteri. 

Perubahan Renja Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Tahun 2026 

merupakan dokumen perubahan perencanaan untuk periode satu tahun yang memuat 

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun oleh Kecamatan 

Mumbulsari Kabupaten Jember. Renja Perubahan Kecamatan Mumbulsari 

merupakan salah satu bentuk dokumen perencanaan yang teknis dan aplikatif dan 

merupakan penerjemahan dari berbagai dokumen perencanaan lain seperti RPJPD 

Kabupaten Jember untuk jangka waktu 20 Tahun, RPJMD Kabupaten Jember untuk 

jangka waktu 5 Tahun dan RKPD perubahan Kabupaten Jember untuk jangka waktu 

1 tahun namun dalam lingkup yang lebih luas, yaitu pemerintah daerah. Renja 

perubahan Kecamatan Mumbulsari memuat program, lokasi, dan kelompok sasaran 

yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi 

Kecamatan Mumbulsari, yang disusun berpedoman kepada  Renstra  Kecamatan 

Mumbulsari  dan  RKPD  perubahan  Kabupaten Jember. 



1.2.   Landasan Hukum 
 

Landasan hukum Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mumbulsari  

Kabupaten Jember Tahun 2026 disusun berdasarkan landasan operasional, antara 

lain: 

a. Undang-Undang   Nomor   17   Tahun   2003   tentang   Keuangan   Negara  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan 

Pembangunan  Daerah  Nasional  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  

c. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

d. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587)  sebagaimana  telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); 

e. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2008  tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah;  

f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;  

g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan  

Daerah;  

h. Permendagri  Nomor  86  Tahun  2017  tentang  Tata  Cara  Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang  

Daerah  dan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah Serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah; 



1.3.    Maksud dan Tujuan 

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Mumbulsari tahun 2026 ini  

dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan 

yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Sedangkan tujuan dari Rencana 

Kerja Perubahan Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember tahun 2026 

adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai penjabaran Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kecamatan Mumbulsari Tahun 2026; 

2. Menjamin  tercapainya  koordinasi,  integrasi,  sinkronisasi  dan  sinergi 

pelaksanaan program dan kegiatan untuk mendukung tercapainya visi-misi 

Kepala Daerah; 

3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara 

efektif, efisien dan berkelanjutan; Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses 

pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah; 

4. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro 

perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan 

aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa 

penambahan,pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4.   Sistematika Penulisan 

Sistematika  penulisan  dalam  penyusunan  Perubahan  Renja  (Nama  

Perangkat Daerah) Kabupaten Jember Tahun 2026 adalah sebagai berikut: 

BAB I.   PENDAHULUAN  

1.1.    Latar Belakang 

1.2.    Landasan Hukum 

1.3.    Maksud dan Tujuan 

1.4.    Sistematika Penulisan  

BAB II.  EVALUASI RENJA SAMPAI  DENGAN  TRIWULAN II TAHUN 

2026  

BAB III.  RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

BAB IV.  PENUTUP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II.  EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 

2026 

 

Pelaksanaan program dan kegiatan (Nama Perangkat Daerah) yang telah 

dilakukan  pada  tahun  2026  sampai  dengan  Triwulan  II  memerlukan  evaluasi 

secara komprehensif dan berkesinambungan untuk mengetahui tingkat 

keberhasilannya.    Evaluasi    yang    terukur    dan    ternilai    dapat    menjadikan 

pedoman apakah program dan kegiatan tersebut layak untuk dilanjutkan ataupun 

tidak, atau melalui berbagai penyempurnaan agar sasaran program dan kegiatan 

dapat dicapai sesuai rencana strategis (Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Jember.  

Hasil  evaluasi  Renja  2026  sampai  dengan  Triwulan  II  dapat  dilihat sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kode 

 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan/ 

Program/Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 

Indikator Kinerja 

Program (outcomes)/ 

Kegiatan (output) 

Target Capaian 

Kinerja Program 

(Renstra PD) Tahun 

2025-2029 

Realisasi Target 

Kinerja Hasil 

Program dan 

Keluaran Kegiatan 

s/d dengan tahun 

2024 

Target dan Realisasi Kinerja 

Program dan Keluaran Kegiatan 

Tahun Lalu 2025 

Target 

program/ 

kegiatan 

(Renja 

PD 

2026) 

TW II 

Realisasi Capaian 

Target Program/ 

Kegiatan Renstra PD 

s/d tahun 

berjalan (Tahun n) TW II 

Catatan 

 

Target Realisasi 

Tingkat 

Realisasi 

(%) 

 
Realisasi 

Capaian 

Tingkat 

Capaian 

(%) 
 

 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)  

7     UNSUR KEWILAYAHAN           

7 01    KECAMATAN           

7 01 01   

PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

1.Persentase realisasi 

anggaran 

2. Presentase Realisasi 

Anggaran (%) 

3. Indeks Profesional 

ASN Perangkat Daerah 

(Angka) 

1. 100% 

 

2. 89,67% 

 

3. 81,9 

1. 100% 

 

2. 85,12% 

 

3. 81,4 

1. 90% 

 

2. 85,23% 

 

3. 81,9 

1. 90% 

 

2. 85,23% 

 

3. 81,6 

1. 100% 

 

2. 100% 

 

3. 100% 

1. 50% 

 

2. 40% 

 

3. 40 

1. 100% 

 

2. 98% 

 

3.  

  

7 01 01 2.01  

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Jumlah dokumen 

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

         

7 01 01 2.01 0001 

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat 

Daerah 

Jumlah Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat Daerah 

12 Dokumen 12 Dokumen 12 

Dokumen 

12 

Dokumen 

100% 6 

Dokume

n 

   

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja  Perangkat Daerah dan 

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026  
Kabupaten Jember 

 



7 01 01 2.02  

Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 

Jumlah laporan 

pertanggungjawaban 

keuangan 

         

7 01 01 2.02 0001 

Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN 

Jumlah Orang yang 

Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN 

25 Orang/bulan 18 Orang/bulan 24  

Orang/bul

an 

25 

Orang/bul

an 

100% 25 

Orang/b

ulan 

   

7 01 01 2.02 0003 

Pelaksanaan 

Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD 

Jumlah Dokumen 

Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD 

12 Dokumen 12 Dokumen 12 

Dokumen 

12 

Dokumen 

100% 6 

Dokume

n 

   

7 01 01 2.06  Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 
 

         

7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan 

dan Perlengkapan Kantor 

Jumlah Paket 

Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

yang Disediakan 

12 Paket 12 Paket 12 Paket 12 Paket 100% 6 Paket    

7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan 

Logistik Kantor 

Jumlah Paket Bahan 

Logistik Kantor yang 

Disediakan 

7 Paket 7 Paket 7 Paket 7 Paket 100% 4 Paket    

7 01 01 2.07  Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah 

Jumlah Laporan 

Pengadaan Barang 

Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

         

7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan 

dan Mesin Lainnya 

Jumlah Unit Peralatan 

dan Mesin Lainnya 

yang Disediakan 

8 Unit 5 Unit 0 Unit 0 Unit 0% 5 Paket    

7 01 01 2.08  Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Jumlah laporan 

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

         

7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

12 Laporan 12 Laporan 12 

Laporan 

12 

Laporan 

100% 6 

Dokume

n 

   



Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan 

7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor 

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor yang 

Disediakan 

13 Laporan 13 Laporan 13 

Laporan 

13 

Laporan 

100% 6 

Laporan 

   

7 01 01 2.09  Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Jumlah laporan 

Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

         

7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan 

Dinas Jabatan 

Jumlah Kendaraan 

Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas 

Jabatan yang 

Dipelihara dan 

dibayarkan Pajaknya 

1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100% 1 Unit    

7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional atau 

Lapangan 

Jumlah Kendaraan 

Dinas Operasional atau 

Lapangan yang 

Dipelihara dan 

dibayarkan Pajak dan 

Perizinannya 

2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 100% 1 Unit    

7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor 

dan Bangunan Lainnya 

yang 

Dipelihara/Direhabilitasi 

13 Unit 13 Unit 13 Unit 13 Unit 100% 7 Unit    

7 01 02 

 

 PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK 

Terwujudnya tata 

kelola pemerintahan 

yang baik dan 

terpenuhinya 

kebutuhan masyarakat 

100% 100% 100% 100% 100% 50%    



7 01 02 2.01  Koordinasi 

Penyelenggaraan 

Kegiatan Pemerintahan di 

Tingkat Kecamatan 

Persentase 

Terselenggaranya 

Kegiatan Koordinasi 

Penyelenggaraan  

Pemerintahan di 

Tingkat Kecamatan 

         

7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas 

Kegiatan Pemerintahan di 

Tingkat Kecamatan 

Jumlah Dokumen 

Peningkatan Efektifitas 

Kegiatan Pemerintahan 

di Tingkat Kecamatan 

12 Dokumen 12 Dokumen 12 

Dokumen 

12 

Dokumen 

100% 6 

Dokume

n 

   

7 01 02 2.02  Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang Tidak 

Dilaksanakan oleh Unit 

Kerja Perangkat Daerah 

yang Ada di Kecamatan 

Persentase 

Terselenggaranya 

Urusan Pemerintahan 

yang Tidak 

Dilaksanakan oleh Unit 

Kerja Perangkat 

Daerah yang ada di 

Kecamatan 

100% 100% 100% 100% 100% 50%    

7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas 

Pelaksanaan Pelayanan 

kepada Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan 

Jumlah Laporan 

Peningkatan Efektifitas 

Pelaksanaan 

Pelayanan kepada 

Masyarakat di Wilayah 

Kecamatan 

100% 100% 100% 100% 100% 50%    

7 01 03 

 

 PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DESA 

DAN KELURAHAN 

Persentase 

Pelaksanaan Program 

Pemberdayaan yang 

Terfasilitasi 

100% 100% 100% 100% 100% 50%    

7 01 03 2.01  Koordinasi Kegiatan 

Pemberdayaan Desa 

Persentase 

terlaksananya Kegiatan 

Pemberdayaan Desa 

100% 100% 100% 100% 100% 50%    

7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi 

Masyarakat dalam Forum 

Musyawarah 

Jumlah Lembaga 

Kemasyarakatan yang 

Berpartisipasi dalam 

7 Lembaga 

Kemasyarakatan/Desa 

7 Lembaga 

Kemasyarakatan/Des

a 

7 

Lembaga 

Kemasyar

7 

Lembaga 

Kemasyar

100% 7 

Lembag

a 

   



 

 

Perencanaan 

Pembangunan di Desa 

Forum Musyawarah 

Perencanaan 

Pembangunan di Desa 

akatan/De

sa 

akatan/De

sa 

Kemasy

arakatan

/Desa 

7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas 

Kegiatan Pemberdayaan 

Masyarakat di Wilayah 

Kecamatan 

Jumlah Laporan 

Peningkatan Efektivitas 

Kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat di Wilayah 

Kecamatan 

12 Laporan 12 Laporan 12 

Laporan 

12 

Laporan 

100% 6 

Laporan 

   

7 01 04   PROGRAM 

KOORDINASI 

KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM 

Terciptanya suasana 

yang kondusif dan 

aman bagi Masyarakat 

Kecamatan Mumbulsari 

100% 100% 100% 100% 100% 50%    

7 01 04 2.02  Koordinasi Penerapan 

dan Penegakan 

Peraturan Daerah dan 

Peraturan Kepala Daerah 

Cakupan Penerapan 

dan Penegakan 

Peraturan Daerah 

Terlaksanakannya 

Cakupan Penerapan 

dan Penegakan 

Peraturan Daerah 

13 Laporan 13 Laporan 13 

Laporan 

13 

Laporan 

100% 7 

Laporan 

   

7 01 04 2.02 0001 Koordinasi/Sinergi 

dengan Perangkat 

Daerah yang Tugas dan 

Fungsinya di Bidang 

Penegakan Peraturan 

Perundang-Undangan 

dan/atau Kepolisian 

Negara Republik 

Indonesia 

Jumlah Laporan 

Koordinasi/Sinergi 

dengan Perangkat 

Daerah yang Tugas 

dan Fungsinya di 

Bidang Penegakan 

Peraturan Perundang-

Undangan dan/atau 

Kepolisian Negara 

Republik Indonesia 

13 Laporan 13 Laporan 13 

Laporan 

13 

Laporan 

100% 7 

Laporan 

   



BAB III 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

 

3.1 Program dan Kegiatan 

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Mumbulsari pada tahun 

2026 berdasarkan RKPD Kabupaten Jember Tahun 2026 meliputi program, kegiatan dan sub 

kegiatan dengan rincian sebagai berikut: 

3.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan 

Kegiatan: 

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, 

dengan Subkegiatan ; 

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Subkegiatan ; 

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Subkegiatan ; 

a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, 

dengan Subkegiatan ; 

a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Subkegiatan ; 

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, 

dengan Subkegiatan ; 

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 

3.1.2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, dengan 

Kegiatan; 



1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat 

Kecamatan, dengan Subkegiatan; 

a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 

2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja 

Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan, dengan Subkegiatan; 

a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah 

Kecamatan 

3.1.3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, dengan Kegiatan; 

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan Subkegiatan; 

a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan di Desa 

b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 

Kecamatan 

3.1.4 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, dengan Kegiatan; 

1. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala 

Daerah, dengan Subkegiatan; 

a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di 

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 

Republik Indonesia 

 

3.2 Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan 

Rumusan Rencana program, Kegiatan dan Pagu Indikatif Kecamatan Mumbulsari 

Tahun 2026 yang menggambarkan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut 

sumber pendanaannya dapat dilihat pada Matrik Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

PENUTUP 

 

Program dan kegiatan Kecamatan Mumbulsari Tahun 2026 memerlukan Perhatian 

karena merupakan bagian dari Tengah perjalanan rangkaian  dari  rencana strategis lima tahunan 

pada Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember. Hasil dari Program dan Kegiatan tahun 2026 

merupakan ukuran keberhasilan perencanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam 

Renstra. 

Rencana Kerja   Perubahan  ini   memperjelas   kedudukan dan   kontribusi Kecamatan 

Mumbulsari pada  pencapaian  tujuan  dan  sasaran  pembangunan dalam rangka menekan 

angka kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan  masyarakat  

berbasis  partisipatif, tata kelola pemerintahan desa dan stabilitas daerah sebagai ujung tombak 

stabilitas nasional dan regional dalam rangka tercapainya tujuan Kecamatan Mumbulsari. 

 

Jember, 29 Mei 2026 
Camat Mumbulsari 
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